UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a

bahwa Indonesa addah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa
dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan
pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan
intelektud yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbaga konyens/perjanjian internasond di
bidang hak kekayaan intdektud pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang
memerlukan pengeg awantahan lebih lanjut ddam sstem hukum nasionanya;

bahwa perkembangan di bidang perdagangan, indudtri, dan inyestas telah sedemikian
pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak
Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas,

bahwa dengan memperhatikan pengaaman ddam meaksanakan Undang-undang Hak
Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetgpkan Undang-undang Hak Cipta yang
baru menggantiken Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagamana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan terakhir
diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut daam huruf a huruf b, huruf
¢, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat :

1.

2.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasa 33 Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesshan Agreement Establishing
the World Trade Organization (Pembentukan Organisss Perdagangan Dunia),
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia N0.3564).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1

1. Hak Cipta addah hak eksklusf bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidek mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

2. Pencipta adalah seorang aau bebergpa orang secara bersama-sama yang aas
inspirasnya  mdahirkan  suatu  Ciptaan  berdasarkan kemampuan  pikiran,
imginad, kecekatan, keterampilan, atau keehlian yang dituangkan ke dalam
bentuk yang khas dan bersifat pribadi.



3. Ciptaan addah hasl sdtigp karya Pencipta yang menunjukkan keadiannya daam
lgpangan ilmu pengetahuan, seni, atau sasira.

4. Pemegang Hak Cipta adadah Pencipta sebaga Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang
menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yangmenerima hak tersebut.

5. Pengumuman adadah pembacaan, penyiaan, pameran, penjudan, pengedaran,
atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan dat apa pun, termasuk
media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat
dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

6. Perbanyakan addah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan
maupun bagian yang sangat substansd dengan menggunakan bahantbahan yang
sama aaupun tidek sama, termasuk mengdihwujudkan secara permanen atau
tempore.

7. Potret adalah gambar dari wagah orang yang digambarkan, bak bersama bagian
tubuh lainnya ataupun tidak, yang didptakan dengan cara dan aat apa pun.

8. Progran Komputer addah sekumpulan ingtruks yang diwujudkan daam bentuk
bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan
media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer
bekerja untuk meakukan fungs-fungs khusus aau untuk mencgpa hesl yang
khusus, termasuk persigpan ddam merancang indtruks-ingtruks tersebut.

9. Hak Terkait addah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusf
bag Pdaku untuk mempebanyak aau menyiakan pertunjukannya  bagi
Produser Rekaman Suara untuk rnemperbanyak atau menyewakan karya rekaman
Uara dau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat,
memperbanyak, atau menyiarkan karyaSarannya.

10. Pdaku adalah aktor, penyanyi, pemusk, penari, atau mereka yang menampilkan,
memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan,
mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor,
atau karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adadah orang atau badan hukum yang pertama kali
merekam dan memiliki tanggung jawab untuk meaksanakan perekaman suara
atau perekaman bunyi, balk perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman
Suarastau perekaman bunyi lainnya

12. Lembaga Penyiaran addah organisas penyelenggara Saran yang berbentuk badan
hukum, yang medakukan penyiaran aas suatu karya Saan dengan menggunakan
transmis dengan aau tanpa kabe atau melaui sstem e ektromagnetik.

13. Permohonan addah Permohonan pendaftaran  Ciptaan yang digukan oleh
pemohon kepada Direktorat Jenderal.

14. Lisens addah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak
Terkait kepada pihak lan untuk mengumumkan dan/atau  memperbanyak
Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa addah konsultan Hak Kekayaan Intdektud sebagamana diatur daam
ketentuan Undang-undang ini.

16. Menteri addah Menteri yang membawahkan departemen yang sdah satu lingkup
tugas dan tanggung jawabnya mdiputi pembinean di bidang Hak Kekayaan
Intelektua, termasuk Hak Cipta.

17. Direktorat Jenderal addah Direktorat Jendera Hak Kekayaan Intelektual yang
berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB I
LINGKUPHAK CIPTA
Bagian Pertama
Fungs dan Sfat Hak Cipta
Pasal 2
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusf bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah



uatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya snematografi dan Program Komputer
memiliki hak untuk memberikan izin a@au mdaang orag lan yang tanpa
persetuyjuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersfat
komersd.

Pasd 3
(1) Hak Ciptadianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Ciptadapat berdih atau diaihkan, baik sduruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan,
b. Hibah;
c. Wasa;
d. Pejanjiantertulis atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 4
(1) Hak Cipta yang dimiliki olen Pencipta, yang satdah Penciptanya meninggd dunia,
menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasat, dan Hak Cipta tersebut tidek
dapat dista, kecudi jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
(2) Hak Cipta yang tidek atau bdum diumumkan yang setdah Penciptanya meningga
dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wada,dan Hak Cipta tersebut
tidak dapat dista, kecudi jika hakitu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua
Pencipta
Pasal 5
(1) Kecudi terbukti sebdiknya, yang dianggap sebagal Pencipta addah:
a orang yang namanya terdaftar ddam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat
Jenderd ; atau
b. orang yang namanya dissbut ddam Ciptean atau diumumkan sebaga Pencipta
pada suatu Ciptaan.
(2) Kecudi terbukti sebdiknya, pada ceramah yang tidak rnenggunakan bahan tertulis
dan tidak ada pemberitehuan Sapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggep
sebagal Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6
Jka suatu Ciptaan terdiri atas bebergpa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang
aau lebih, yang dianggap sebaga Pencipta idah orang yang memimpin serta mengawas
penyelesaian sduruh Ciptaan itu, atau ddam hd tidek ada orang tersebut, yang dianggap
sebaga Pencipta addah orang yang menghimpunnya dengan tidek mengurangi Hak Cipta
masng-masing atas bagian Ciptaannyaitu.

Pasad 7
Jka suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain
di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya addah orang
yang merancang ciptaan itu.

Pasa 8

(1) Jka suatu Ciptaen dibuat dadam hubungan dinas dengan pihak lain ddam lingkungan
pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta addah pihak yang untuk dan dadam dinasnya
Ciptaan itu dikerjakan, kecudi ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak
mengurangi hak Pencipta gpabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampa ke luar
hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang
dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.



(3) Jka suatu Ciptaan dibuat ddam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak
yang membua karya cipta itu dianggap sebaga Pencipta dan Pemegang Hak Cipta,
kecuai apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasa 9

Jka suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasd dari padanya dengan

tidek menyebut seseorang sebagal Penciptanya, badan hukum tersebut dianggep sebagal

Penciptanya, kecudi jikaterbukti sebaiknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui
Pasal 10

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggdan prasgarah, sgarah, dan benda
budaya nasond lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklordan hasl kebudayaan rakyat yang menjadi
milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerginan
tangan, koreogréfi, tarian, kdigrafi, dan karya seni lainnya

(3) Untuk mengumumkan aau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang
bukan warga negara Indonesa harus terlebih dahulu mendapat izin dari indand yang
terkait dalam masdlah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasdl ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Jka suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan,
Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2) Jka suatu Ciptaan telah diterbitkan tetgpi tidak diketahui Penciptanya atau pada
Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak
Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3) Jka suatu Ciptaan tdah diterbitkan tetapi tidek diketahui Penciptanya dan/atau
Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan

penciptanya.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 12
(1) Ddam Undang-undang ini Cipteen yang dilindungi addah Ciptean ddam bidang
ilmu pengetahuan, seni, dan sadtra, yang mencakup:
a buku, Progran Komputer, pamflet, pewgahan (layout) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasl| karyatulislain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang, sgenis dengan itu;
c. dat peragayang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpateks,
e. dramaatau dramamuskd, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. seni rupa ddam segda bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,
seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g arstektur;
h peta
I.  seni batik;
j. fotografi;
k. gnemaogrdfi;
. tgemahan, tafsr, saduran, bunga rampai, database, dan karya lan dai hasl
pengdihwujudan..
(2) Ciptaan sebagamana dimaksud daam huruf | dilindungi sebagai Ciptaen tersendiri
dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan adli.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua
Ciptaan yang tidek atau bdum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk
kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karyaitu.



Pasal 13

Tidak adaHak Ciptaates:

a

b
C.
d.
e.

hasi| rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

. peraturan perundang- undangan;

pidato kenegaraan atau pidato peabat Pemerintah;
putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
keputusan badan arbitrase atau keputusan badanbadan sgenislannya

Bagian Kdima
Pembatasan Hak Cipta
Pasal 14

Tidak dianggap sebagal pelanggaran Hak Cipta:

a

b.

Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangssan menurut
gfanyayang adi;

Pengumuman dan/atau Perbanyakan segda sesuatu yang  diumumkan  dan/atau
diperbanyak oleh aau aas nama Pemerintah, kecudi apabila Hak Cipta itu
dinyatekan dilindungi, balk dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pemyataan pada Ciptaan itu sendiri aau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau
diperbanyak; atau

Pengambilan berita aktud bak sduruhnya maupun sebagian dari kantor  berita,
Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sgenis lain, dengan ketentuan
sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syaa bahwa sumbemya harus dissbutkan atau dicantumkan, tidak dianggap
sebagal pelanggaran Hak Cipta

a

penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penditian, penulisan

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulissn kritik atau tinjauan suatu masdah

dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

pengambilan Ciptaan pihak lain, bak sduruhnya maupun sebagian, guna keperluan

pembeaan di ddam atau di luar Pengadilan;

pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata- mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(i) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak
merugikan kepentingan yang waar dari Pendpta;

Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra daam huruf

braille guna keperluan para tunanetra, kecudi jika Perbanyakan itu bersfat komersd,;

Perbanyakan suatu Ciptaan sdain program Komputer, secara terbatas dengan cara

aau da gpa pun aau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu

pengetahuan atau pendidikan dan pusatdokumentas yang nonkomersd semata-mata

untuk keperluan aktiyitasnya;

perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya

arstektur, seperti Ciptaan bangunan;

pembuatan sdinan cadangan suatu  Program Komputer oleh  pemilik  Program

Komputer yang dilakukan semata- mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penditian dan

pengembangan, terhadgp Ciptaan ddam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri

setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a. mewgibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri  penerjemahan
dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesa
dalam waktu yang ditentukan;



b. mewgibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin
kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan
terscbut di wilayah Negara Republik Indonesia daam wekiu yang ditentukan
ddam had Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidek melaksanakan sendiri
atau melaksanakan sendiri kewgjiban sebagaimana dimaksud dalam huruf &

c. menunjuk pihak lan untuk meakukan penejemahan dan/atau Perbanyakan
Ciptaan tersebut dalam ha Pemegang Hak Cipta tideak melaksanakan kewgjiban
sebaga mana dimaksud daam huruf b.

(2) Kewgjiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
setelah lewat jangka wektu 3 (tiga) tahun sgak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu
pengetahuan dan sadtra sdama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke daam
bahasa Indonesia.

(3) Kewgjiban untuk memperbanyak sebagamana dimeksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah lewatjangka waktu:

a 3 (tigd tahun sgak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu
pengetahuan dam dan buku itu bdum penah diperbanyak di wilayah Negara
Republik Indonesia;

b. 5 (lima tahun sgak diterbitkanya buku di bidang ilmu sosd dan buku itu beum
pemah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesig;

C. 7 (tujuh) tahun sgak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu
belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan untuk pemakaian di ddam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak
untuk diekspor ke wilayah Negaralain.

(5) Peaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢
disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Ketentuan tentang tata cara pengguan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau
memperbanyak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasa 17
Pemerinteh mearang Pengumuman sdtigp Ciptaan yang  bertentangan  dengan
kebijaksanaan Pemerintah di  bidang agama, pertahanan dan keamanan Negarag,
kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

(1) Pengumuman  suau  Ciptaen yang disdenggarekan oleh  Pemerintah  untuk
kepentingan nasiond mddui radio, tdeyis dan/atau sarana lan dapat  dilakukan
dengan tidek meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidek
merugikan kepentingan yang waar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang
Hak Cipta diberikan imbaan yang layak.

(2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagamana dimaksud pada aya
(1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu
sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran sdanjutnya, Lembaga Penyiaran
tersebut harus memberikan imbdan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang
bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret
Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas
Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret,
aau izin ahli warisnwya ddam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang
dipotret meninggd.

(2) Jka suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau
Pengumuman setigp orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu
memuat juga orang lain daam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu



mendapatken izin dari setigp orang daam Potret itu, aau izin ahli waris masng-
mesng ddam jangka wektu 10 (sepuluh) tahun satdah yang dipotret meninggd
dunia

(3) Ketentuan dalam Pasdl ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
a. aas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
c. untuk kepentingan orang, yang dipotret.

Pasal 20
Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:
a. tanpapersetujuan dari orang yang dipotret;
b. tanpapersetujuan orang lain atas namayang dipotret; atau
C. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
gpabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang waar dari orang yang
dipotret, atau dai sdah seorang ahli warisnya gpabila orang yang dipotret sudah
meninggd dunia

Pasa 21
Tidek dianggap sebaga peanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas
seorang Pdaku aau lebih ddam suau pertunjukan umum waaupun yang bersfat
komersd, kecudi dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22
Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana,
Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan
oleh indand yang berwenang.

Pasa 23
Kecudi terdapat persetujuan lan antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan
fotografi, seni lukis, gambar, arStektur, seni pahat dan/aau hasl seni lain, pemilik
berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di ddam
uatu pameran untuk umum aau memperbanyeknya ddam sau  katdog tanpa
mengurangi  ketentuan Pasad19 dan Pasd 20 apabila hasl karya seni tersebut berupa
Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Mora
Pasa 24

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama
Pencipta tetgp dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2) Suatu Ciptaan tidek boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada
pihak lain, kecudi dengan pesgujuan Pencipta aau dengan persatujuan  ahli
warisnyadaam ha Pencipta telah meninggd dunia

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan
judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama aau nama samaran
Pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesua  dengan
kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25
(1) Infomras  dektronik tentang informas  mangemen hak Pencipta tidek boleh
ditiadakan atau diubah.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 26



(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta sdlama kepada pembdi
Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Ciptadari Penciptaitu.

(2) Hak Cipta yang dijud untuk sduruh atau sebagian tidak dapat dijua untuk kedua
kainya oleh penjud yang samg;

(3) Ddam hd timbul sengketa antara bebergpa pembeli Hak Cipta yang sama atas suau
Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembei yang lebih dahulu memperoleh Hak
Ciptaitu.

Bagian Keddlapan
Sarana Kontrol Teknologi
Pasal 27
Kecudi atasizin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak
diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungs.

Pasal 28
(1) Ciptaanciptaan yang menggunakan sarana produks berteknologi tinggi, khususnya
di bidang cakram optik (optica/ disc), waib memenuhi semua peraturan perizinan dan
persyaratan produks yang ditetapkan oleh instans yang berwenang.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengena saana  produks  berteknologi  tinggi  yang
memproduks cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB Il
MASA BERLAKU HAK CIPTA
Pasal 29
(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
buku, pamflet, dan semua hasil karyatulislan;
drama atau drama musikal, tari, koreografi;
segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
seni batik;
lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
argtektur;
ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sgenislain;
alat peraga;
petg
terjemahan, tafsr, saduran, dan bunga rampai,
berlaku sdama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun
setelah Pencipta meninggd dunia.
(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang
aau lebih, Hak Cipta berlaku sdama hidup Pencipta yang meninggd dunia pding
akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya
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Pasal 30
(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. Program Komputer;
b. snemaogrdfi;
c. fotogrefi;
d. database; dan
e. kayahadl| pengdihwujudan,
berlaku sdlama So (lima puluh) tahun sgak pertamakali diumumkan.
(2) Hak Cipta atas perwgahan karya tulis yang diterbitkan berlaku sdama 50 (lima
puluh) tahun sgak pertama kaiditerbitkan.
(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasd ini
serta Pasd 29 aya (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku
sdlama 50 (lima puluh) tahun sgak pertamakdi diumumkan.

Pasal 31



(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
a. Pasa 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
b. Pasd 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sgak Ciptaan
tersebut pertamakai diketahui umum.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasd 11 ayat (2)
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sgak Ciptaan tersebut pertamakali diterbitkan.

Pasal 32

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi
bagian dihitung mula tanggal Pengumumean bagian yang terakhir.

(2) Daam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas
2 (dua) jilid aau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara
berkaa dan tidak bersamaan waktunya, setigp jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-
masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33
Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud daam:
a. Pasd 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
b. Pasd 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku sdlama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta
atas Ciptaan yang bersangkutan, kecudi untuk pencantuman dan perubahan nama atau
nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung

sgak lahimya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang

dilindung :

a. sdama50 (lima puluh) tahun;

b. sdama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setdah
Pencipta meninggd dunia, dimula sgak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah
Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta
meninggd dunia

BAB IY
PENDAFTARAN CIPTAAN
Pasal 35
(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar
Umum Ciptaan.
(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setigp orang, tanpa dikena biaya
(3) Setigp orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum
Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan
kewgjiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36
Pendaftaran Ciptaan ddam Daftar  Umum Ciptaan tidek mengandung ati  sebaga
pengesahan aasig, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasa 37

(1) Pendaftaran Ciptaan ddam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang
digukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.

(2) Permohonan digiukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang
ditulis ddam bahasa Indonesa dan diserta contoh Ciptaan atau penggantinya dengan
dikena biaya.

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderad akan
memberikan keputusan pding lama 9 (sembilan) bulan terhitung sgak  tanggd
diterimanya Permohonan secara lengkap.



(4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) addah konsultan yang terdaftar pada
Direktorat Jenderd.

(5) Ketentuan mengenal  syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar
sebagal  konaultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaur lebih lanjut daam
Peraturan Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 38
Dadam had Permohonan digukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang
secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri sdinan
resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39
Ddam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antaralain:
nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
tanggd penerimaan surat Permohonan;
tanggd lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
nomor pendaftaran Ciptaan.
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Pasal 40

(1) Pendaftaran Ciptaan dianggep telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan
oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasd 37, atau pada saat diterimanya
Permohonan dengan lengkap menurut Pasd 37 dan Pasd 38 jika Permohonan
digukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ddam Berita Resmi
Ciptaan oleh Direktorat Jenderd.

Pasa 41

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang
terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika sduruh Ciptaan yang terdeftar
itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat ddam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan
tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dadam Berita Resmi Ciptaan oleh
Direktorat Jenderd.

Pasal 42
Dadam hd Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal39, pihak
lain yang menurut Pasd 2 berhak atas Hak Cipta dapat menggjukan gugatan pembataan
melaui Pengadilan Niaga

Pasal 43
(1) Perubahan nama dan/atau perubahan damat orang atau badan hukum yang namanya
tercatat dalam daftar Umum Ciptaan sebaga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta,
dicatat ddam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta yang mempunya namadan damat itu dengan dikena biaya.
(2) Perubahan nama dan/atau perubahan damat tersebut diumumkan ddam Berita Resmi
Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44
Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena
a. penghapusan aas permohonan orang aau badan hukum yang namanya tercatat
sebagal Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa 29, Pasal 30, dan, Pasa 31 dengan
mengingat Pasa 32,



c. dinyatakan batd oleh putusan pengadilan yang tdah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

BABY
LISENS
Pasa 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisens kepada pihak lain berdasarkan surat
perjanjian Lisens untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud ddam Peasd
2.

(2) Kecudi diperjanjikan lain, lingkup Lisend sebagamana dimeksud pada aya (1)
meliputi semua perbuatan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 2 berlangsung sdama
jangka wektu Lisens diberikan dan berlaku untuk sduruh wilayah Negara Republik
Indonesia

(3) Kecudi diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimeksud pada ayat
(1) dan aya (2) diserta dengan kewgjiban pemberian roydti kepada Pemegang Hak
Ciptaoleh penerima Liseng.

(4) Jumlah roydti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima
Lisens addah berdasarkan kesepakatan kedua beah pihak dengan berpedoman
kepada kesepakatan organisas profes.

Pasal 46
Kecudi diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetgp boleh meaksanakan sendiri aau
memberikan Lisens kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagamana
dimaksud dalam Pasdl 2.

Pasal 47

(1) Pejanjian Lisend dilarang memuat ketentuan yang dgpat menimbulkan akibat yang
merugikan perekonomian Indonesa aau memuat ketentuan yang mengakibatkan
persaingan ussha tidek sehat sebagamana diatur daam peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Agar dapat mempunya akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisens wagib
dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3) Direktorat Jenderd  wgib menolak pencatatan perjanjian Lisens yang memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pencatatan  perjanjian Lisens  diaur  dengan
Keputusan Presiden.

BAB YI
DEWAN HAK CIPTA
Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah ddam memberikan penyuluhan dan  pembimbingan
serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisas
profes, dan anggota masyarakatyang memiliki kompetens di bidang Hak Cipta, yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena tugas, fungd, susunan, tata kerja, pembiayaan, mesa
bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan
kepada anggaran beanja departemen yang meakukan pembinaan di bidang Hak
Cipta Kekayaan Intelektua.

BAB YlI
HAK TERKAIT
Pasal 49



(1) Pdaku memiliki hak eksklusf untuk memberikan izin a@au mdarang pihak lan yang
tanpa persstujuannya membuat, memperbanyak, aau menyiakan rekaman suara
dan/atau gambar petunjukannya.

(2) Produsr Rekaman Suara memiliki hak eksklusf untuk memberikan izin aau
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan
karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3) Lembaga Penyiaan memiliki hak eksklugf untuk memberikan izin a@au mdaang
pihak lain yang tanpa persetujuannya membusat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan
ulang karya darannya mdaui transmis dengan aau tanpa kabd, atau mddui Sstem
el ektro-magnetik lain.

Pasal 50
(1) Jangkawaktu perlindungan bagi :
a Pdaku, berlaku sdama 50 (lima puluh) tahun sgak karya tersebut pertama kali
dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audioyisud;
b. Produser Rekaman Suara, berlaku sdama 50 (lima puluh) tahun sgak karya
tersebut selesal direkam;
Cc. Lembaga Penyiaan, berlaku sdama 20 (dua puluh) tahun sgak karya Saran
tersebut pertamakali disarkan.
(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagamana dimeksud pada ayat (1)
dimulal sgak tangga 1 Januari tahun berikutnya setelah:
a. kaya petunjukan sdesa dipertunjukkan atau dimasukkan ke daam media audio
atau mediaaudioyisud,;
b. karyarekaman suarasdlesa direkam;
c. kayasaran sdesa disarkan untuk pertamakali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasd 4, Pasd 5, Pasd 6, Pasd 7, Pasd
8, Pasd 9, Pasdl 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf ¢, Pasal 15, Pasdl 17, Pasd 18,
Pasal 24, Pasal 25, Pasa 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasa 38,
Pasal 39, Pasal 40, Pasdl 41, Pasa 42, Pasa 43, Pasd 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasd 47,
Pasal 48, Pasal 52, Pasa 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59,
Pasal 60, Pasal 61, Pasa 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69,
Pasal 70, Pasal 71, Pasd 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasd 77 berlaku mutatis mutandis
terhadap Hak Terkait.

BAB YIII
PENGELOLAAN HAK CIPTA
Pasal 52
Penyelenggaraan administras Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53
Direktorat Jendera menydenggarakan ssem jaringan dokumentas dan informas Hak
Cipta yang bergfat nasond, yang mampu menyediaken informes tentang Hak Cipta
seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX
BIAYA
Pasa 54
(1) Untuk setigp pengguan Permohonan, permintaan petikan Daftar  Umum  Ciptaan,
pencatatan pengdihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau aama,
pencatatan perjanjian Lisens pencatatan Lisens wagjib, sarta lain-lain yang ditentukan
ddam Undang- undang ini dikena biaya yang besarnya ditetegpkan dengan Peraturan
Pemerintah.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengena persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran
biaya sebaga mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persatujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat
menggunakan penerimaan yang berasd dari biaya sebagamana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas sduruh Ciptaan kepada pihak lain tidek mengurangi hak

Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugeat yang tanpa persetujuannya.

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptannya;

C. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; aau

d. mengubahis Ciptaan.

Pasal 56

(1) Pemegang Hak Cipta berhak menggukan gugaan ganti rugi kepada Pengadilan
Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang
diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar
memerintahkan penyerahan sduruh.atau  sebagian penghesilan yang diperoleh  dari
penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang
merupakan has| pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebddum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar
pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan peanggar untuk
menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyskan Ciptaan atau  barang
yang merupakan has| pdariggaran Hak Cipta

Pasal 57
Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasd 56 tidak berlaku
terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan
tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan
komersid dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersd.

Pasal 58
Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dgpat menggukan gugatan ganti rugi  atas
pel anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59
Gugatan sebagaimana dimaksud daam Pasal 55, Pasd 56, dan Pasd 58 wagib diputus
ddam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sgak gugatan didaftarkan di
Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Gugatan atas peanggaran Hak Cipta digukan kepada K etua Pengadilan Niaga.

(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggd gugatan digukan
dan kepada penggugat diberiken tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh
peabat berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga pding lama 2 (dud)
hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Ddam jangka waktu pding lama 3 (tiga) hari sstdlah gugatan didaftarkan, Pengadilan
Niagamempdgari gugatan dan menetgpkan hari sdang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai ddam jangka waktu paing lama 60 (enam
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61



(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sta paing lama 7 (tujuh) hai setdah
gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucgpkan paing lama 90 (sembilan puluh) hari setelah
gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paing lama 30 (tiga puluh) hari aas
persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara
lengkgp pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan
ddam gdang terbuka untuk umum dan gpabila diminta degpat dijdankan teriebih
dahulu meskipun terhadap putusan tersebut dijukan suatu upaya hukum.

(4) Is putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) waib disampaikan
oleh juru dta kepada para pihak pding lama 14 (empat beas) hari setdlah putusan
atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasd 61 ayat (4)
hanya dapat digjukan kasas.

(2) Permohonan kasas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digukan paing lama 14
(empat bdas) hari setdah tanggal putusan yang dimohonkan kasas diucgpkan atau
diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah
memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasas pada tanggal permohonan yang bersangkutan
digukan dan kepada pemohon kasas diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani oleh panitera dengan tangga yang sama dengan tangga penerimaan
pendaftaran.

Pasal 63

(1) Pemohon kasas wagjib menyampailkan memori kasas kepada panitera ddam waktu
14 (empat beas) hai sgak tanggd permohonan kasas didaftarkan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wgjib mengirimkan permohonan kasas dan memori kasas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasas pading lama 7 (tujuh) hari
setelah memori kasag diterima oleh panitera

(3) Termohon kasas dapat menggukan kontra memori kasas kepada panitera paing
lama 14 (empat belas) hari satdah tanggd termohon kasas menerima memori kasad
sebagamana dimaksud pada aya (2) dan panitera wgib menyampakan kontra
memori kasas kepada pemohon kasas pding lama 7 (tujuh) hari setelah kontra
memori kasas diterima oleh panitera.

(4) Panitera wagib mengirimkan berkas perkara kasas yang bersangkutan kepada
Mahkamah Agung pding lama 14 (empat belas) hari satedlah lewatjangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

(1) Mahkamah Agung waib mempdgari berkas perkara kasas dan menetapkan hari
sgdang pding lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasas diterima oleh Mahkamah
Agung.

(2) Sdang pemerikssan aas permohonan kasas mula dilakukan pding lama 60 (enam
puluh)hari setelah permohonan kasas diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasas harus diucgpkan pding lama 90 (sembilan puluh)
hari sstelah permohonan kasas diterima olen Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat
secara lengkap pertimbangan  hukum  yang mendasari  putusan  tersebut  harus
diucapkan dalam sdang yang terbuka untuk umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung wagib menyampaikan sdinan putusan kasas kepada
paniterapaing lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasas diucapkan.

(6) Juru dta wgib menyampakan sdinan putusan kasas sebagamana dimaeksud pada
ayat (5) kepada pemohon kasas dan termohon kasas pding lama 7 (tyjuh) hari
setelah putusan kasas diterima oleh panitera.



Pasal 65
Sdan penydesaian sengketa sebagaimana dimaksud daam Pasd 55 dan Pasd 56, para
pihak dapa menydesakan pesdishan tersebut meaui  abitrase aau  dternatif
penyelesaian sengketa.

Pasal 66
Hak untuk menggukan gugatan sebagaimana dimaksud ddam Pasa 55, Pasd 56, dan
Pasd 65 tidek mengurangi hak Negara untuk meakukan tuntutan pidana terhadap
pelanggaran Hak Cipta

BAB XI
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasa 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat

penetapan dengan segeradan efektif untuk:

a. mencegah belanjutnya pedanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya
barang yang diduga meanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke daam jaur
perdagangan, termasuk tindakan importas;

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;

b. meminta kepadapihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti  yang
menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkaitf
dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68
Daam hd penetgpan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan para pihak harus
segera diberitehukan mengena hd itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang
dikena penetapan sementara tersebuit.

Pasal 69

(1) Ddam hd hakim Pengadilan Niaga tdah menerbitken pengtgpan sementara
pengadilan, hekim Pengadilan Niaga haus memutuskan apakah  mengubah,
membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud daam Pasd 67
huruf a dan huruf b ddam weaktu pding lama 30 (tiga puluh) hai sgak
dikduarkannya penetgpan sementara pengadilan tersebut.

(2) Apabila ddam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidek melaksanakan ketentuan
sebagamana dimaksud pada aya (1), penetgpan sementara pengadilan tidak
mempunya kekuatan hukum.

Pasal 70
Daam hd pendgpan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut
ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut.

BAB XIlI
PENYIDIKAN
Pasal 71
(1) Sdan Penyidik Pegabat Polis Negara Republik Indonesia, Pgabat Pegawa Negeri
Spil tetentu di lingkungan depatemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
mdiputi  pembinaan Hak Kekayaan Intdaktua diberi wewenang khusus sebaga
Penyidik sebagamana dimeksud ddam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk meakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Hak Cipta.
2 Peny| dik sebagaimana dimaksud Dada ayat (1) berwenang:
melakukan pemeriksaan aas kebenaran lgporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
b. meakukan pemerikssan terhadgp pihek aau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidanadi bidang Hak Cipta;



C. meminta keterangan dari pihak aau badan hukum sehubungan dengan tindak
pidanadi bidang Hak Cipta;

d. meakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

e. meakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdgpat barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

f. meakukan penyitsan bersama-sama dengan pihak Kepolisan terhadap bahan dan
barang hasl pelanggaran yang dapat dijadikan bukti ddam perkara tindak pidana
di bidang Hak Cipta; dan

g meminta bantuan ahli ddam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Hak Cipta

(3) Penyidik  sebagaimana dimeksud pada aya (1) memberitahukan  dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasl penyidikannya kepada Penyidik Pdaba Polis

Negara Republik Indonesa sesua dengan ketentuan yang diatur ddam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 72

(1) Baangsgpa dengan sengga dan tanpa hak meakukan perbuatan sebagamana
dimaksud dalam Pasd 2 yat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masng-masng paing sngkat 1 (satu) bulan dan/atau denda pding
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paing lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paing banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Baangsgpa dengan sengga menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjud
kepada umum suatu Ciptean atau barang hesil peanggaran Hak Cipta aau Hak
Terkait sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paing
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paing banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Baangsgpa dengan sengga dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersa suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara
paing lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paing banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus jutarupiah).

(4) Baangsapa dengan sengga meanggar Pasd 17 dipidana dengan pidana penjara
pding lama 5 (lima) tahun dan/aau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

(5) Barangsgpa dengan sengga melanggar Pasd 19, Pasd 20, atau Pasal 49 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun dan/atau denda pding
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barangsigpa dengan senggja dan tanpa hak melanggar Pasdl 24 atau Pasal 55 dipidana
dengan pidana penjara paing lama 2 (dua) tahun dan/atau denda pding banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barangsapa dengan sengga dan tanpa hak meanggar Pasd 25 dipidana dengan
pidana penjaa pding lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paing banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barangsapa dengan sengga dan tanpa hak melanggar Pasd 27 dipidana dengan
pidana penjaa pding lama 2 (duad) tahun dan/atau denda pding banyak Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barangsapa dengan sengga meanggar Pasd 28 dipidana dengan pidana penjara
paing lama 5 (lima tahun dan/atau denda paing banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah).

Pasa 73
(2) Ciptaan atau barang yang merupakan hasl tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait
serta dat-dat yang digunakan untuk melakukan tindek pidana tersebut dirampas oleh
Negara untuk dimusnahkan.



(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersfat unik, dapat
dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIY
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74
Dengan berlakunya Undang-undang ini segda peraturan perundang-undangan di bidang
Hak Cipta yang tdah ada pada tanggd berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku
sdama tidak bertentangan aau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-

undang ini.

Pasal 75
Terhadgp Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikdluarkan oleh Direktorat Jenderd
berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagamana diubah
dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang
No.12 Tahun 1997, mash berlaku pada saat diundangkan Undang-undang ini dinyatakan
tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya

BAB XY
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Undang-undang ini berlaku terhadap :
a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesig;
b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan
badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertamakdi di Indonesig;
c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan
badan hukum Indonesia dengan ketentuan :
() negaanya mempunya pejanjian bilaerd mengena  perlindungan Hak Cipta
dengan Negara Republik Indonesia; atau
(i) negaranya dan Negara Republik Indonesa merupakan pihak atau peserta daam
perjanjian multilateral yang samamengena perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78
Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sgak tanggd diundangkan.
Agar sdtigp orang mengetahuinya, memerintahkan . pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa.

Disahkan di Jekarta
padatangga 29 Juli 2002,
PRESIDEN RI,
ttd.
MEGAWAT1 SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jekarta
padatangga 29 Juli 2002
SEKRETARISNEGARA RI,
ttd.
BAMBANG KESOWO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

. UMUM

Indonesia sebaga negara kepulauan memiliki  keanekaragaman seni dan budaya
yang sangat kaya Ha itu sgdan dengan keaneka-ragaman etnik, suku bangsa, dan
agama yang secara kesduruhan merupakan potens nasond yang perlu dilindungi.
Kekayaan seni dan budaya itu merupakan sdah satu sumber dari karya intdektud yang
dgpa dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk
seni dan budaya itu sendiri, tetapi dagpat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan
di bidang perdagangan dan industri yang meibatkan para Penciptanya Dengan demikian,
kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesgahteraan tidak
hanya bagi penciptanya sga, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia tdah ikut serta ddam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi
anggota ddam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisas Perdagangan Dunia ) yang mencakup pula Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-aspek
Dagang Hak Kekayaan Inteektud), sdanjutnya disebut TRIPs, mddui Undang-undang
No.7 Tahun 1994. Sdan itu, Indonesia juga meratifikes Berne Convention for the
Protection of Artistic and Literary Works (Konvens Berne tentang Perlindungan Karya
Seni dan Sastra) mddui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 dan World Intellectual
Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), sdanjutnya
disebut WCT; mdaui Keputusan Presden No.19 Tahun 1997.

Saat ini Indonesa tdah memiliki Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta sebagamana telah diubah dengan Undang- undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir
diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang sdanjutnya dissbut Undang-
undang Hak Cipta Wadaupun perubahan itu tdah memuat bebergpa penyesuaian pasa
yahg sesua dengan TRIPs, namun mash terdapat bebergpa hd yang perlu
disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intedektua di bidang Hak
Cipta, termasuk upaya untuk memgukan perkembangan karya intelektua yang berasd
dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut di atas. Dari bebergpa konvens di bidang
Hak Kekayaan Intdektud yang disebut di atas, mash terdapat bebergpa ketentuan yang
sudah sepatutnya  dimanfaatkan. Sdan  itu, kita perlu  menegaskan dan  memilah
kedudukan Hak Cipta di satu pihek dan Hak Tekat di lan pihak ddam rangka
memberikan perlindungan bagi karyainteektua yang bersangkutan secaralebih jelas.

Dengan memperhatiken ha-hd di atas dipandang perlu untuk mengganti Undang-
undang Hak Cipta dengan yang baru. Hd itu disadari karena kekayaan seni dan budaya,
sata  pengembangan  kemampuan  intdlektud < masyarakat Indonesa memerlukan
perlindungan hukum yang memada agar terdgpat iklim persaingan ussha yang sehat
yang diperlukan daam me aksanakan pembangunan nasional.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak mora (moral
rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta
produk Hak Terkait. Hak mora addah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku
yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa adasan apapun, walaupun Hak apta atau
Hak Terkait telah didihkan.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide aau gagasan karena karya
cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersfat pribadi dan menunjukkan keadiannya
sebagal Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kregtivitas, aiau keahlian sehingga
Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Undang-undang ini memuat bebergpa ketentuan baru, antaralain, mengena :
1. database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;



2. penggunaan dat apa pun bak mdaui kabd maupun tanpa kebel, termasuk media
internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) mddui media
radio, mediaaudio yisud dar/ atau sarana telekomunikas;

3. penydesaian sengketa olen Pengadilan Niaga, arbitrase, aau dternatif penydesaian
sengketa;

4. penetapan sementara  pengadilan  untuk  mencegah  kerugian lebih  besar  bagi
Pemegang hak;

5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, bak di
Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;

6. pencantuman hak informas mengemen dektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap  produk-produk
yang menggunakan sarana produks berteknologi tinggi;

8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;

9. ancaman pidana dan dendaminimal;

10. ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk
kepentingan komersid secaratidak sah dan melawan hukum.

II. PASAL DEMI| PASAL
Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Aya (1)

Yang dimaksud dengan hak eksklusf addah hak yang semata-mata diperuntukkan
bagi pemegangnya sehingga tidek ada pihak lain yang bolen memanfaatkan hak tersebut
tanpaizin pemegangnya

Dadam pengetian "mengumumkan aau  memperbanyak”, termasuk  kegiatan
menerjemahkan, mengadaptad, mengaransamen, mengdihwujudkan, menjud,
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan  kepada
publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikeskan Ciptaan kepada publik meaui
Sarana apa pun.

Aya (2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayét (2)

Berdih aau didihkannya Hak Cipta tidek dapat dilakukan secara lisan, tetapi

harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Huruf asd. d

Cukup jelas

Huruf e

Sebab-sebab lan yang dibenarkan oleh peraturan  perundang-undangan, misdnya
pengdihan yang dissbabkan oleh putusan pengadilan yang tdah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Pasal 4

Ayat (1)

Karena manunggal dengan Penciptanya dan bersfat tidek berwujud, Hak Cipta pada
pringpnya tidek dapat dista, kecudi Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan
hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Pada pringpnya Hak Cipta diperolen bukan karena pendaftaran, tetapi daam ha terjadi
sengketa di pengadilan mengenal Ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar



sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b serta gpabila pihak-
pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan
Pencipta yang sebenamya berdasarkan pembuktian tersebut.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misdnya suatu Ciptaan berupa film serid, yang
i setigp seri dapat lepas dari i9 seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk
IS setigp bagian dapat dipisahkan dari iS bagian yang lain.

Pasal 7

Rancangan yang dimeksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan
keduanya, yang akan diwujudkan daam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan.
Oleh karena itu, perancang dissbut Pencipta, gpabila rancangannya itu dikerjakan secara
detall menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidek sekadar gagasan aau ide sga
Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan addah yang dilakukan
dengan bimbingan, pengarahan, aaupun koreks dari orang yang memiliki rancangan
tersebut.

Pasal 8

Aya (1)

Yang dimaksud dengan hubungan dinas addah hubungan kepegawaian antara pegawa
negeri dengan indansnya

Aya (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh
seseorang berdasarkan pesanan dari ingans Pemerintah tetgp dipegang oleh indang
Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecudi diperjanjikan lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hubungan kerja atau berdasarkan pesanan di sini adalah Ciptaan
yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak
lan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ddam rangka mdindungi fo/k/or dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah
dapat mencegah adanya monopoli atau komersaisas serta tindakan yang merussk atau
pemanfaatan komersa tanpa seizin negara Republik Indonesa sebaga Pemegang Hak
Cipta Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihek asng yang dapa
merusak nilali kebudayaan tersebut.

Folkor sebaga sekumpulan Ciptaan tradisond, baik yang dibuat oleh kelompok
maupun perorangan daam masyaraka, yang menunjukkan identitas sosd dan
budayanya berdasarkan standar dan nilai-nila yang diucgpkan aau diikuti secara turun-
temurun, termasuk:

a. ceritarakyat, puis rakya;

b. lagu-lagu rakyat dan musik ingrumen tradisond;

C. tari-tarian rekyat, perrnainan tradisond;

d. hasl seni antara lan berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosak,
perhiasan, kergjinan tangan, pakaian, insrumen musik dan tenun tradisondl.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta ddam hd suatu karya

yang Penciptanya tidek diketahui dan tidek aau bdum diterbitkan, sebagamana

layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misdnya, ddam hd kaya tdis a@au karya musk

Ciptaan tersebut beum diterbitkan ddam bentuk buku aau belum direkam. Ddam hd

demikian, Hak Cipta atas Karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak



bagi kepentingan Penciptanya, sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan
telah diterbitkan Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerhit.
Ayat (2)
Penerbit dianggegp Pemegang Hak Cipta aas Ciptaan yang diterbitkan dengan
menggunekan nama samaan Penciptanya Dengan demikian suau Ciptaan  yang
diterbitkan tetapi tidak diketahui Sapa Penciptanya atau terhadgp Ciptaan yang hanya
tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit yang namanya tertera di daam gptaan dan
dapat membuktikan sebagal Penerbit yang pertama kai menerbitkan agptaan tersebut
diangggp sebaga Pemegang Hak Cipta Hd ini tidek berlaku apabila Pencipta di
kemudian hari menyatakan indentitasnya dan ia dgpat membuktikan bahwa Ciptaan
tersebut adalah Ciptaannya.
Ayat (3)
Penerbit dianggep Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang telah diterbitkan tetepi tidak
diketahui Penciptanya aau pada Ciptaan tersebut hanya tertara nama samaran
Penciptanya, Penerbit yang petama kdi menerbitkan Ciptaan tersebut dianggap
mewakili Pencipta Ha ini tidek berlaku agpabila Pencipta dikemudian hari menyatakan
identitasnya dan ia dapat membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adaah Ciptaannya.
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan perwgahan karya tulis addah karya cipta yang lazim dikend
dengan "typholographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk
penulisan karya tulis Ha ini mencekup antara lain format, hiasan, warna dan susunan
atal_ tataletak huruf indah yang secara kesdl uruhan menampilkan wujud yang khas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan gptaan lan yang sgenis addah Ciptaan-ciptaan yang bdum
disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaanciptaan seperti ceramah, kuliah, dan
pidato.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan dat peraga addah Ciptaan yang berbentuk dua aaupun tiga
dmend yang bekatan dengan geografi, topografi, argtektur; biologi  aauilmu
pengetahuan lain.
Huruf d

Lagu aau musk ddam Undang-undang ini diatiken sebaga karya yang bersfat
utuh, sekdipun terdiri aas unsur lagu aau mdodi, syar aau lirik, dan aransemennya
termasuk notes.

Yang dimaksud dengan utuh addah bahwa lagu atau musk tersebut merupakan
satu kesatuan karya cipta
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan gambar antara lan mdiputi: motif; diagram, sketsa, logo dan
bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.
Yang dimaksud dengan kolase addah komposs artistik yang dibuat dari berbagai bahan
(misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempel kan pada permukaan gambar.
Seni tergpan yang berupa kerginan tangan sgauh tujuan pembuatannya bukan untuk
diproduks secara massal merupakan suatu Ciptaan.
Huruf g
Yang dimeksud dengan adtektur antara lan mdiputi: seni gambar bangunan, seni
gambar miniatur dan seni gambar maket bangunan.
Huruf h
Yang dimeksud dengan peta addah suau gambaran dari unsur-unsur dam daaau
buatan manusa yang berada di aas aaupun di bawah permukaan bumi  yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
Huruf i
Baik yang dibuat secaa konvensond dilindungi ddam Undang-undang ini sebaga
bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya sepertii itu memperoleh perlindungan karena



mempunya nila seni, baik pada gptaan motif atau gambar maupun komposis warnanya.
Disamakan dengan pengeatian seni batik addah karya tradisond lannya yang
merupakan kekayaan bangsa Indonesa yang terdgpat di berbagai daerah, seperti seni
songket, ikat, dan lain-lain yang dewasaiini terus dikembangkan.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Kaya dnematografi merupakan media komunikas massa gambar gerak (moving images)
antara lan mdiputi: film dokumenter, film iklan, repartase aau film cerita yang dibuat
dengan skenario, dan film kartun. Karya snematografi dapat dibuat daam pita sduloid,
pita video, piringan video, cakram optik dan/aau media lan yang memungkin untuk
dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar aau ditayangkan di tdevis aau di media
lannya Karya supa itu dibuat oleh perusshaan pembuat film, stasun tdevis atau
perorangan.

Huruf |

Yang dimaksud dengan bunga rampa meiputi : Ciptaan daam bentuk buku yang
beris kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam ddam sau
kaset, cakram optik atau medialain, serta komposis berbaga karyatari pilihan.

Yang dimeksud dengan database adaah kompilas data daam bentuk apapun
yang dapat dibaca oieh mesin (komputer) atau ddam bentuk lain, yang karena aasan
pemilinan aau pengaturan aas is data itu meupakan kreas intdektua. Perlindungan
terhadap database dibdikan dengan tidek mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya
dimasukkan dalam database tersebut.

Yang dimaksud dengan pengdihwujudan addah pengubahan bentuk, misanya
dai bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama menjadi sandiwara
radio, dan novel menjadi film.

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Ciptaen yang bdum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue
print), dan yang sgenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang
lengkap.

Pasal 13

Huruf asd. Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan keputusan badanbadan sgenis lain, misdnya keputusan
keputusan yang memutuskan suatu  sengketa, termasuk  keputusan-keputusan  Panitia
Penydesaian Persdlishan Perburuhan, dan Mahkamah Pelayaran.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh dari Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah addah Pengumuman
dan Perbanyakan mengena suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan berita aktua addah berita yang diumumkan daam waktu 1 x 24
jam sgak pertamakdi diumumkan.

Pasal 15

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuldn kuantitatif untuk menentukan
pelanggaran Hak Cipta sulit ditergpkan. Daam ha ini akan lebih tepat apabila penentuan
pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kuditatif. Misdnya, pengambilan bagian
yang pding substansd dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu
kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara subgtantif merupakan pelanggaran Hak
Cipta, Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebaga pelanggaran Hak Cipta gpabila
sumbernya disebut aau dicantumkan dengan jelas dan ha itu dilakukan terbatas untuk
kegiatan yang bersfat nonkomersd termasuk untuk kegiatan sosd. Misdnya, kegiatan



ddam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penditian dan pengembangan,
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wagar dari Penciptanya Termasuk
ddam pengetian ini addah pengambilan Ciptaan untuk pertunjukan aau pementasan
yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulls, penyebutan atau
pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya,
dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama Ciptaan, dan
nama Penerbit jika ada.

Yang dmaksud dengan kepentingan yang waa dari Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta addah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan ddam menikmati
manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.
Huruf b sd Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Seorang pemilik (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dibolehkan membuat
sinan atas Program Komputer yang dimilikinya, untuk djjadikan cadangan semata-mata
untuk digunakan sendiri Pembuatan sdinan cadangan seperti di aas tidek dianggap
sebagal pelanggaran Hak Cipta.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ketentuan ini  dimaksudkan untuk mencegah beredamnya Ciptaan yang gpabila
diumumkan dapat merendahkan nila-nila keagamaan, aaupun menimbulkan masdah
kesukuan atau ras, dgpat menimbulkan gangguan aau bahaya terhadep pertahanan
keamanan negara, bertentangan dengan norma kesuslaan umum yang berlaku dadam
masyarakat, dan ketertiban umum. Misdnya buku-buku atau karya- karya sastra atau
karya-karya fotografi.
Pasal 18
Ayat (1)
Maksud ketentuan ini adadah Pengumuman suatu Penciptean medui penyiaran radio,
tdevis dan sarana lannya yang disdenggarakan oleh Pemerintah harudah diutamakan
untuk kepentingan publik yang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat umum.
Aya (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Tidak sddu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta
persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang
bersangkutan atau ahli warisnya.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ddam suatu pemotretan dapat terjadi bahwa seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya
dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya.
Pasal 21
Misdnya, seorang penyanyi ddam suatu pertunjukan musk dapat berkeberatan jika
diambil potretnya untuk diumumkan.
Pasal 22 dan Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan hak mord, Penciptadari suatu karya cipta memiliki hak untuk :
a. dicantumkan nama aau nama samarannya di ddam Ciptaannya aaupun sdinannya

dalam hubungan dengan penggunaan secara umum,



b. mencegah bentuk-bentuk distors, mutilas aau bentuk perubshan lainnya yang
meliputi  pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang  berhubungan
dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak gpresias dan reputas Pencipta.

Sdan itu tidak saupun dai hak-hak tersebut di atas depat dipindahkan sdama

Penciptanya mash hidup, kecuai atas wasiat Pendpta berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Aya (1)

Yang dimaksud dengan informas mangemen hak Pencipta addah informes  yang

melekat secara dektronik pada suatu Ciptaan aau muncul ddam hubungan dengan

kegiglan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu  Ciptaan, Pencipta, dan
kepemilikan hak maupun informas persyaratan penggunaan, nomor atau kode informes.

Sgpa pun dlaang mendigribuskan, mengimpor, menyiarkan, mMengkomunikaskan

kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau Saran yang diketahui bahwa

perangkat informas mangemen hak Pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa
izin pemegang hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Aya (1)

Pembelian hasil Ciptaan tidek berati bahwa datus Hak Ciptanya berpindah kepada

pembeli, akan tetepi Hak Cipta atas suatu Ciptaan tersebut tetgp ada di tangan

Penciptanya. Misdnya, pembelian buku, kaset dan lukisan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi addah indrumen teknologi
daam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi
dekrips (decryption) dan enkrips (en- cryption)yang digungkan untuk mdindungi
Ciptaan.

Semua tindekan yang dianggep pelanggaran hukum meiputi: memproduks atau

mengimpor aau menyewakan perdatan agpa pun yang dirancang khusus untuk
meniadakan sarana kontrol teknologi aau untuk mencegah, membatas Perbanyakan dari
suatu Ciptaan.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produks berteknologi  tinggi,
misdnya, izin lokas produks, kewgiban membuat pembukuan produks, membubuhkan
tanda pengend produsen pada produknya, paak atau cuka serta memenuhi syarat
ingpeks oleh pihak yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29 sd. Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggd 1 Januari sebaga dasar perhitungan jangka
waktu perlindungan Hak Cipta, dimeksudkan semata-mata untuk memudahkan
perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Titik tolaknya addah taggd 1 Januaj
tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan
aau Penciptanya meninggd dunia Caa perhitungan seperti itu tetgp tidak mengurangi
pringp perhitungan jangka waktu perlindungan yang didasarkan pada sset dihaslkannya
suatu Ciptaan apabila tanggd tersebut diketahui secarajelas

Pasal 35

Ayat (1) s.d. ayat (3)

Cukup jelas



Aya (4)

Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sgak Cjptaan itu ada aau
terwujud dan bukan karena pendaftaran. Ha ini berarti suatu Ciptaan balk yang terdaftar
maupun yang tidak terdaftar tetgp dilindungi.

Pasal 36

Direktorat Jendera yang menydenggarakan pendaftaran Ciptaan tidek bertanggung
jawab atasid, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.

Pasal 37

Aya (1)

Yang dimaksud dengan Kuasa addah Konsultan Hak Kekayaan Intdektua yaitu orang
yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intdektud dan secara khusus
memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Indudtri serta
bidang-bidang Hak Kekayaan Intdektudlan dan terdaftar sebaga Konsultan Hak
Kekayaan Intelektua di Direktorat Jenderd.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengganti Ciptaan addah contoh Ciptaan yang dilampirkan
karena Ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan ddam
Permohonan, misadnya, paung yang berukuran besar diganti dengan miniaiur atau
fotonya

Aya (3)

Jangka waktu proses permohonan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada
Pemohon.

Ayat (4) s.d. ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38 s.d. Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, meakukan pertunjukan
umum  (public  performance}, mengkomunikeskan petunjuken langsung  (life
performance}, dan mengkomunikaskan secara interaktif suatu karya rekaman Pelaku.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50 s.d Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Yang dimeksud dengan menggunekan penerimaan addah  penggunaan  Penerimaan
Negara Bukan Pgak (PNBP) sesua dengan sstem dan mekanisme yang berlaku. Daam
ha ini sduruh penerimaan disatorkan langsung ke kas negara sebaga PNBP. Kemudian,
Direktorat Jenderd mddui Menteri menggukan permohonan kepada Menteri Keuangan
untuk menggunakan sebagian PNBP sesua dengan keperluan yang dibenarkan oleh
Undang-undang, yang saat ini diatur dengan Undang-undang No0.20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgjak (LN RI Tahun 1997 No.43, TLN RI N0.3687).

Pasal 55 s.d. Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga addah Ketua Pengadilan
Negeri/Pengadilan Niaga

Ayat (2) sd. Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas



Pasal 62

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Kecudi dinyatakan lain, yang dimaksud dengan "paniterd’ pada ayat ini addah panitera
Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.

Pasal 63 dan Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan dtematif penydesaan sengketa addah negosas, mediag,
kongliag, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesua dengan Undang-undang yang
berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang
haknya dilanggar;sehingga hakim  Pengadilan  Niaga diberi  kewenangan  untuk
menerbitkan penetgpan  sementara  guna  mencegah  berlanjutnya  peanggaran  dan
masuknya barang yang diduga meanggar Hak Cipta dan Hak Terkat ke jaur
perdagangan termasuk tindakan importas.

Pasal 68 s.d. Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Aya (1)

Yang dimaksud dengan Pgabat Pegawa Negeri Sipil tertentu addah pegawa yang
diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri.

Ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adadah menggandakan, atau
menyain Program Komputer ddam bentuk kode sumber (source code) atau program
aplikesinya

Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (file) program yang
beris pernyataan-pernyataan (statements) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah,
fungd, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (programmer).

Misdnya A membdi Progran Komputer dnegan hek Lisens untuk digunakan
pada suau unit komputer; atau B mengadakan peianjian Lisend untuk penggunaan
aolikes Progran Komputer pada 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A atau B
menggandakan aau menyain gplikes Program Komputer di atas untuk lebih dari yang
telah ditentukan aau diPdianjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecudi untuk
arsip.

Ayat (4) sd. Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersfat unik" addah bersfat lain dari pada yang lain, tidek ada
persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Pasal 74 s.d Pasal 77

Cukup jelas



Pasal 78
Diberlakukan 12 (dua bdas) bulan sgak tanggd diundangkan dimaksudkan agar
Undang-undang ini dapat disosaisaskan terutama kepada pihak-pihak yang terkait
dengan Hak Cipta, misdnya, perguruan tinggi, asosas-asosias di bidang Hak Cipta, dan
lan-lan.
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